BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Kepolisian dalam Penertiban

Knalpot Racing pada Sepeda Motor di Satlantas Polres Kota Gorontalo”, maka

kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1.

4.2 Saran

Peran Kepolisian dalam penertiban knalpot racing pada sepeda motor
di Kota Gorontalo, sudah melakukan perannya sebagai Kepolisian
sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Rebuplik Indonesia. Dalam hal, penanggulan pelanggaran
penggunaan Knalpot racing pada sepeda motor dari pihak kepolisian
melakukan tiga cara untuk menangulangi hal tersebut adalah, pre-
emtif, Preventif,dan represif.

Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penertibkan knalpot
racingadalah sebagai berikut a) Kendala substansial yang bagi menjadi
dua yaitu 1. Dari pihak Kepolisian dan 2. Dari pihak masyarakat; dan
b) Kendala manajerial. Kepolisian untuk mengatur lalu lintas
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas peneliti dapat

memberikan saran sebagai berikut.



Kepada pihak kepolisian sebagai lembaga yang berwenang menegakan
hukum untuk lebih meningkat lagi Kkinerjanya dalam melakukan
Potrolidisetiap sudut Kota Gorontalo untuk minimalisir, mencegah,
dan menggulangi penggunaan knalpot racing. Supaya Kota Gorontalo
terbebas dari suara kebisingan yang dapat ditimbul oleh suara knalpot
racing.

Kepada penggunaan knalpot racing dan tokoh-tokoh yang menjual
knalpot racing, agar kira memiliki rasa kesadaran hukum. Bahwa
knalpot racing dapat mengganggu pengendaran lainnya serta
masyarakat.

Kepada masyarakat dan pihak kepolisian agar bisa berkerja sama
dalam mengurangi penggunaan knalpot racing pada sepeda motor.
Adanya kerja sama tersebut sangat berdampak baik dalam lingkungan
masyarakat, dan kepolisian bisa melakukan sosialisasai secara
langsung ke masyarakat sehingga tercipta kesadaran hukum dalam

masyarakat.
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UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan
Kendaraan Motor Tipe Baru.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.



